BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan...



10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1341);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan...
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Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor 0914);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Menteri adalah menteri pada kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.

Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

8. Desa...
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah
Desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20. Rekening...
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20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati,
atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah  rekening tempat  penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa pada bank yang ditetapkan.

23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertical
Direktorat Jenderap Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara
Umum Negara.

24. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah pada Tahun
Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten/kota dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal
dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran...
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(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 huruf c, dibagi berdasarkan urutan Desa
dengan skor kinerja terbaik dalam pengelolaan
keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian
keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan Desa.

Penghitungan skor kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan rumus:

Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) +

(0,35 x Y4)}
Keterangan:
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinilai dari:

a. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap
total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima
puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB
Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap
total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima
persen); dan

b. persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa
secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh
lima persen).

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinilai dari:

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan
bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan
bobot 50% (lima puluh persen).

Capaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dinilai dari:

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan
bobot 30% (tiga puluh persen);

b. Perubahan...
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b. perubahan status Desa indeks Desa membangun
dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir
dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan
bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan

menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)}
* AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

zZ1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa pada
Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa pada Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa pada Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabupaten Tangerang
AF kab/kota = Alokasi Formula kab/kota

(3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa pada
Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Tangerang ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Pertama
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 8

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran...
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(4)

(5)

(6)

(1)
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:

a. tahap [ paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan Paling Lambat
minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat
puluh persen);

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua
puluh persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 60 % (enam puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat
puluh persen).

Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian desa,
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam
indeks Desa.

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 8
ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun  anggaran
sebelumnya: dan

2. laporan...
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(3)

(4)

(9)

-9

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capai
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;dan

b. Tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa  tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
S0%(lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh persen); dan

3. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a angka 3 dan ayat 2
(dua) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan reliasisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan
capaian keluaran.

(6) Dokumen...
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Dokumen  persyaratan penyaluran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh ini
kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan
Pemerintahan Desa.

Dokumen  persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)
dan/atau dokumen eletronik (softcopy).

Dokumen berbentuk eletronik (softcopy) sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang
disediakan oleh direktorat jendral perbendaharaan.

Pasal 10

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1),
kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa  tahun anggaran
sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-
rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga
lima puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2),
kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran tahun
sebelumnya;

2. laporan...
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2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-
rata realisasi paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga
lima puluh lima persen);dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, wuraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur
kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa setiap minggu.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
Desa menyampaikan perubahan table referensi kepada
Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) pengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2) sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa...



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()
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Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 12

Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan
menggunakan surat permintaan pembayaran dan surat
perintah membayar yang dengan surat permintaan
pembayaran dan surat perintah membayar penyaluran
Dana Desa.

Pemotongan Dana Desa dicatat dengan menggunakan
akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 13

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Oasal 8 ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2).

Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) melalui penerbitan surat permintaan
pembayaran.

Berdasarkan surat permintaan pembayaran
sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), pejabat
penandatanangan surat perintah membayar

menerbitkan surat surat perintah membayar untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana
pada ayat (3), KPPN menerbitkan surat perintah
pencairan dana untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat
perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama
dengan penerbitan surat permintaan pembayaran dan
surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada
kepala KPPN dan Bupati.

(7) Kepala...
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(7) Kepala KPPN menyampaikan saliran surat perintah

pencairan dana penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana pada ayat (4) kepada
Bupati.

(8) Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran,

(1)

surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi:
a. bidang pembangunan desa

1. sub bidang pendidikan

a) penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/
madrasah nonformal milik Desa (diantaranya
meliputi honor dan pakaian);

b) dukungan penyelenggaraan PAUD
(diantaranya meliputi alat peraga edukatif,
sarana PAUD);

c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi
masyarakat  pemeliharaan sarana  dan
prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/
sanggar belajar milik Desa;

d) pemeliharaan sarana dan prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah
nonformal milik Desa;

e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peng
adaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah
nonformal milik Desa;

f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sarana prasarana perpustakaan/taman
bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;

g) pengelolaan perpustakaan milik Desa
(pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga
untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);

h) pengembangan dan pembinaan sanggar seni
dan belajar;

i) dukungan pendidikan bagi siswa
miskin /berprestasi;

j)  pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/
pengadaan taman layak anak, taman bacaan,
taman bermain, alat bermain tradisional anak-
anak;

k) pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/
pengadaan gedung balai latihan kerja, sarana
dan prasarana balai latihan kerja;

1) pengadaan peralatan kesenian dan
kebudayaan;

m) fasilitasi...
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m) fasilitasi Desa layak anak, forum anak antar

n)
o)

p)

Desa, dan pemenuhan hak anak;
penyelenggaraan pusat pembelajaran
keluarga;

pembentukan dan pembinaan perlindungan
anak terpadu berbasis masyarakat;
pembentukan dan penyelenggaraan pusat
pelayanan terpadu perindungan perempuan
dan anak.

2. sub bidang kesehatan

a.

i.

penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes
milik Desa (diantaranya meliputi obat,
Insentif, KB, KIA);

penyelenggaraan posyandu (makanan
tambahan, kelas ibu hamil, lanjut wusia,
insentif);

penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
(diantaranya diperuntukkan bagi masyarakat,
tenaga dan kader kesehatan);

penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
pengasuhan bersama atau bina keluarga
balita;

pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan
tradisional,

pemeliharaan sarana prasarana
Posyandu/Polindes/PKD;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peng
adaan sarana/prasarana
Posyandu/Polindes/PKD;

kegiatan kampanye Desa bebas buang air
besar sembarangan.

3. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

a.

b.

C.
d.

= 50

pemeliharaan jalan Desa;

pemeliharaan jalan lingkungan
pemukiman/gang;

pemeliharaan jalan usaha tani;

pemeliharaan jembatan Desa;

pemeliharaan prasarana jalan Desa
(diantaranya meliputi gorong-
gorong/selokan/parit/drainase);

pemeliharaan gedung/prasarana balai

Desa/balai kemasyarakatan;

pemeliharaan embung milik Desa;
pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
pembangunan/rehabilitas /peningkatan/penge
rasan jalan Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peng
erasan jalan usaha tani;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peng
erasan jembatan milik Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
prasarana jalan Desa (diantaranya meliputi
gorong-gorong dan selokan);
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai
Desa/balai kemasyarakatan;

n. pembangunan...
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pembangunan /rehabilitasi/peningkatan
pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik
Desa/petilasan;

pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan
sosial Desa;

penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
Desa;

pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
embung Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
monumen/gapura/batas Desa;

pembangunan jalan poros Desa;
pembangunan dan pemeliharaan saluran
irigasi tersier;

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembibitan tanaman pangan;
pembangunan/pemeliharaan sarana olahraga
Desa;

pembangunan/pemeliharaan gedung badan
usaha milik Desa;

pembangunan dan perluasan tambatan
perahu;

pembangunan sarana dan prasarana
pengolahan pupuk kandang/kompos/bank
kompos;

pembangunan gotong royong; dan
pembangunan tembok penahan tanah.

4. sub bidang kawasan permukiman

a.

dukungan pelaksanaan program
pembangunan/rehab rumah tidak layak huni
(RTLH) GAKIN (diantaranya meliputi pemetaan
dan validasi);

pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
pemeliharaan sumber air bersih milik Desa
(diantaranya  meliputi mata  air/tandon
penampungan air hujan/sumur bor);
pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah
tangga (diantaranya berupa pipanisasi);
pemeliharaan sanitasi permukiman
(diantaranya meliputi gorong-gorong, selokan,
danparit diluar prasarana jalan);

pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK
umum,;

pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah
Desa/permukiman (diantaranya  meliputi
penampungan dan bank sampah);
pemeliharaan sistem pembuangan air limbah
(diantaranya meliputi drainase dan air limbah
rumah tangga);

pemeliharaan taman/taman bermain anak
milik Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sumur resapan;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sumber air bersih milik Desa (diantaranya
meliputi mata air/tandon penampungan air
hujan/sumur bor);

l. pembangunan...
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pembangunan /rehabilitasi/peningkatan
sambungan air bersih ke rumah tangga
(diantaranya berupa pipanisasi);
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sanitasi permukiman (diantaranya meliputi
gorong-gorong, selokan, dan parit, diluar
prasarana jalan);
pembangunan/rehabilitas/peningkatan
fasilitas jamban umum/MCK umum;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
fasilitas pengelolaan sampah
Desa/permukiman (diantaranya  meliputi
penampungan dan bank sampah);
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sistem pembuangan air limbah (yang meliputi
drainase, air limbah rumah tangga); dan
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
taman/taman bermain anak milik Desa.

5. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup

a.
b.

C.

TR A

i.

pengelolaan hutan milik Desa;

pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
pelatihan /sosialisasi/penyuluhan/penyadaran
tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
pencegahan abrasi pantai;

pembangunan talud,;

pengadaan informasi lingkungan hidup;
rehabilitasi kawasan mangrove;

penanaman bakau; dan

pemulihan restocking ikan lokal.

6. sub bidang energi dan sumber daya mineral

a.

b.

C.

pemeliharaan sarana dan prasarana energi
alternatif tingkat Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
sarana dan prasarana energi alternatif tingkat
Desa; dan

pembangunan pembangkit listrik tenaga
surya.

7. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan

informatika

a. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;

b. penyelenggaraan informasi publik Desa
(diantaranya berupa poster dan baliho);

c. pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi
komunikasi dan informasi lokal Desa;

d. pemeliharaan sarana dan prasarana
transportasi Desa;

e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peng
adaan sarana dan prasarana transportasi
Desa; dan

f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi.

8. sub bidang pariwisata

a.

pemeliharaan sarana dan prasarana
pariwisata milik Desa;

b. pembangunan...
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pembangunan /rehabilitasi/peningkatan
sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
pengembangan pariwisata tingkat Desa;
pembangunan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah terpadu bagi rumah
tangga dan kawasan wisata;

pembangunan tembok laut kawasan wisata
laut;

pembangunan jogging track wisatawan; dan
pembangunan fasilitasi penunjang acara
tradisi sedekah laut dan bumi.

b. bidang pemberdayaan masyarakat Desa
1. sub bidang kelautan dan perikanan

a.

b.

j-

k.

1.

pemeliharaan  karamba/kolam  perikanan
darat milik Desa;

pemeliharaan pelabuhan perikanan
sungai/kecil milik Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
bantuan perikanan (diantaranya berupa bibit
dan pakan);

pelatihan /bimbingan teknis/pengenalan
tekonologi tepat guna untuk perikanan
darat/nelayan;

pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya
cemara laut dan bakau;

kursus /pelatihan kerajinan tangan berbahan
baku limbah laut (diantaranya berupa kerang,
kayu, bakau dan cemara laut);

kegiatan peningkatan keterampilan
masyarakat dalam usaha budidaya perikanan
air tawar;

kegiatan peningkatan keterampilan
masyarakat dalam usaha budidaya hasil laut;
pengadaan perahu skala Desa; dan

festival makanan olahan hasil laut.

2. sub bidang pertanian dan peternakan

a.

peningkatan produksi tanaman pangan
(diantaranya berupa alat produksi dan

pengolahan pertanian, penggilingan
padi/jagung);
peningkatan produksi peternakan

(diantaranya berupa alat produksi dan
pengolahan peternakan, kandang);

penguatan ketahanan pangan tingkat Desa
(diantaranya berupa lumbung Desa);
pemeliharan saluran irigasi tersier/sederhana;
pelatihan /bimbingan teknis/pengenalan
tekonologi tepat guna untuk
pertanian/peternakan;

pelatihan bidang pertanian;

kegiatan pelatihan kelompok wanita tani;

h. pelatihan...
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h. pelatihan usaha peternakan;

pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah

tangga dan pertanian serta  limbah

perternakan untuk energi biogas;

j- pameran hasil produksi pengolahan tanaman
pangan;

k. pelatihan e-marketing dan pembuatan website
untuk pemasaran hasil produksi pertanian;

l. pembentukan pos pelayanan  teknologi
perdesaan untuk penerapan teknologi tepat
guna pengolahan hasil pertanian tanaman
pangan;

m. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan
yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;

n. pelatihan peningkatan kualitas
musyawarah /rembug warga untuk
menfungsikan kembali tradisi lumbung
Padi/hasil pertanian lainya;

o. pelatihan  penanggulangan  hama  bibit
tanaman;

p. kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani
dalam pengembangan pertanian; dan

e

q. kegiatan peningkatan keterampilan
masyarakat dalam usaha budidaya tanaman
pangan.

. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa
a. peningkatan kapasitas kepala Desa;

b. peningkatan kapatitas perangkat Desa; dan
c. peningkatan kapasitas BPD.

. sub bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga
a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan
perempuan,;
b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
dan

c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel
(penyandang disabilitas).

. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM)

a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/
KUD/ UMKM,;

b. pengembangan sarana prasarana usaha
mikro, kecil dan menengah serta koperasi;

c. pengadaan teknologi tepat guna untuk
pengembangan ekonomi pedesaan non-
pertanian;

d. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian dan usaha eknomi lainya;

e. pengembangan usaha perdagangan yang
dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama;

f. pelatihan kuliner dan pengembangan
makanan lokal sebagai komoditas strategi
ekonomi wisata;

g. kegiatan peningkatan kapasitas manajemen
usaha bagi kelompok usaha ekonomi
produktif;

h. pelatihan...
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h. pelatihan membuat barang- barang kerajinan
berbahan baku lokal (diantaranya berupa
sabut kelapa, tempurung kelapa,
topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, daun);

6. sub bidang dukungan penanaman modal

a. pembentukan BUM Desa (persiapan dan
pembentukan awal BUM Desa);

b. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan
yang dilaksanakan oleh Desa);

c. meningkatkan penyertaan modal BUM Desa/
BUM Desa bersama; dan

d. pelatihan manajamen perencanaan bisnis
dalam pengelolaan BUM Desa / BUM Desa
bersama.

7. sub bidang perdagangan dan perindustrian

a. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;

b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar
Desa/kios milik Desa;

c. pengembangan industri kecil level Desa;

d. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampin
gan kelompok wusaha ekonomi produktif
(diantaranya meliputi pengrajin, pedagang,
industri rumah tangga);

e. pengembangan dan expo produk unggulan
Desa;

f. pengembangan sistem inovasi teknologi
industri berskala Desa; dan

g. kegiatan pelatihan teknologi tepat guna bidang
teknologi informasi.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana
Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2) Pemerintah...
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Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

Kepala Desa  menyampaikan laporan  realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa
dari kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ disampaikan paling lambat tanggal
7 tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 10 ayat
(2);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
Daerah.

(2) Penundaan...
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Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa
tahap II tidak dilakukan.

Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional
di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
Daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati...
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Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun
anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 20

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI TANGERANG
ttd
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG
ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 4



